BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ?5'«7/2022

TENTANG

PENETAPAN MAKAM PANGERAN ABU BAKAR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR

Menimbang

Mengingat

BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya, yang merupakan kekayaan budaya
bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan
manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,
sehingga objek yang diduga sebagai cagar budaya Kebupaten
Tabalong perlu dilestarikan, dikelola, dilindungi, dikembangkan
dan dimanfaatkan terhadap Struktur Cagar Budaya, maka
ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan naskah Rekomendasi Penetapan Makam
Abu Bakar sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota Nomor: B.10/342.4/ DIK-KEBUD/10/2022
tanggal 20 Oktober 2022, maka perlu ditetapkan Makam
Pangeran Abu Bakar Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten /Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Nomor 40 Tahun
2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 311);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Makam Pangeran Abu Bakar Sebagai Struktur Cagar
Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Makam Pangeran Abu Bakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terletak di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten
Tabalong.

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berukuran: Jirat/atang keramik (panjang: 160 cm, lebar: 60
cm, tinggi: 95 cm), Nisan baru (Diameter: 16 cm, tinggi: 31 cm), Nisan
Lama (diameter: 27 cm, tinggi: 105 cm).

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU setiap orang dilarang:

a. melakukan Pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi
kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis,
akademis, dan administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal
53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

c. dengan sengaja  mencegah, menghalang-halangi, atau
menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

d. terhadap Bangunan Cagar Budaya, Setiap orang dilarang:
merusak dan/atau mencuri baik seluruh maupun bagian-
bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010;

f. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-
bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik
dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam pasal
92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; dan

g. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-
bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 JeSee Sor 2022

°b/BUPATI TABALONG, \i

. ANANG SYAKHFIANI M

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur di Samarinda.




